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BAB IV 
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 
A. Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik di DPR RI Tahun 
2014-2019 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan 
merupakan lembaga tinggi negara yang diwajibkan untuk melaksanakan tiga 
fungsi, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 
Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana 
setiap Anggota Dewan wajib mengutaman kepentingan rakyat yang 
diwakilinya (konstituen) sehingga menjadikan mereka “wakil rakyat”. 
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
(MD3) menegaskan, keanggotaan DPR RI pada periode 2014-2019 berjumlah 
560 (lima ratus enam puluh). Anggota Dewan yang terpilih bertugas mewakili 
rakyat selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa 
menyelesaikan masa jabatannya. Anggota Dewan yang berhenti di tengah-
tengah masa jabatannya akan digantikan oleh calon legislator lain (yang 
mengikuti Pemilu legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu)
1
. 
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yakni Kantor Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang terletak di jalan Jenderal Gatot 
Subroto Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jumlah keterwakilan perempuan di 
DPR periode 2014-2019 sebanyak 105 orang atau setara dengan 18,75 persen. 
                                                             
1 Berdasarkan Pasal 239 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD menyatakan bahwa Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia, 
mengundurkan diri, dan diberhentikan. 
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Hal ini ditegaskan oleh Bapak Agus Budianto selaku Tenaga Ahli Komisi III 
DPR yang menjelaskan bahwa: 
Jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI ini ada peningkatan jika 
dibandingkan dengan periode DPR RI 2009-2014, yaitu terpilih 103 
perempuan anggota DPR. Pada Pileg 2019-2024 ini, justru perolehan 
kursi parlemen calon legislatif (caleg) perempuan dalam pemilu 
serentak 2019 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 20,5% atau 
sebanyak 118 orang dari 560 anggota DPR RI.
2
 
 
Keterwakilan perempuan dalam politik di DPR, penulis 
mewawancarai Ibu Saniatul Lativa selaku Anggota DPR Komisi IV dan 
Komisi V, serta Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI dari 
fraksi Golkar mengungkapkan: 
Di tingkat ASEAN, bersumber dari Inter-Parliamentary Union (IPU), 
dalam kategori Majelis Rendah, Indonesia menempati peringkat 
keenam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi 
perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di bawah 20 
persen.
3
 
Kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuknya fraksi 
atau kelompok Anggota DPR untuk menselaraskan pandangan politik yang 
sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat 
menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota 
Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Tugas fraksi ialah 
mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas 
dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk 
mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut 
                                                             
2 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Budianto pada Tanggal 25 Juli 2019 
3
 Hasil wawancara dengan Ibu Saniatul Lativa pada Tanggal 24 Juli 2019 
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kepada publik. DPR pada periode 2014-2019 terdapat 10 (sepuluh) fraksi.
4
 
Berikut tabel jumlah anggota dewan berdasarkan fraksi. 
Tabel 4.1 Jumlah Anggota DPR Tahun 2014-2019 berdasarkan Fraksi  
No Nama Fraksi 
Jumlah 
Anggota 
Persentase 
1 
Patai Demokrasi Indonesia perjuangan 
(PDIP) 
109 19,46% 
2 Partai Golongan karya (Golkar) 91 16,25% 
3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 73 13,04% 
4 Partai Demokrat 61 10,89% 
5 Partai Amanat Nasional (PAN) 48 8,58% 
6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 8,39% 
7 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 7,14% 
8 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 6,96% 
9 Partai Nasdem (Nasdem) 36 6,43% 
10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 16 2,86% 
Total 560 100,0% 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Fraksi pada periode 2014-2019 
Diketahui perbandingan jumlah anggota DPR menurut jenis kelamin 
berdasarkan fraksi. Berikut diagram perbandingan yang penulis buat 
berdasarkan tabel fraksi diatas dengan data daftar anggota DPR RI tahun 
2014-2019. 
  
                                                             
4
 Data dari Sekretariat Jenderal  DPR RI Tentang Fraksi DPR  
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Tabel 4.2 Diagram Perbandingan Jumlah Anggota DPR Tahun 2014-
2019 Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Fraksi 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan periode 2014-
2019 diolah oleh peneliti 
Lembaga tinggi negara DPR memiliki alat kelengkapan dewan yang 
dibentuk oleh DPR bernama Komisi. Sebelum membahas mengenai Komisi, 
berikut nama-nama pimpinan DPR RI beserta tugasnya. 
a. Pimpinan DPR RI, terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 5 (lima) Wakil 
Ketua sebagai berikut: 
1) Ketua DPR RI: H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., dari fraksi 
Golkar. Mempunyai tugas bersifat umum dan mencakup semua 
Bidang Koordinasi. 
2) Wakil Ketua: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., dari fraksi Gerindra. 
Mempunyai tugas dibidang Politik dan Keamanan 
(KORPOLKAM) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi I, 
Komisi II, dan Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan 
Badan Legislasi. 
22 16 11 14 9 11 
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PERBANDINGAN JUMLAH ANGGOTA DPR MENURUT JENIS 
KELAMIN BERDASARKAN FRAKSI 
Anggota Perempuan Anggota Laki-laki
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3) Wakil Ketua: Dr. Agus Hermanto, dari fraksi partai Demokrat. 
Tugasnya ialah Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan 
(KORINBANG) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi 
IV, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi VII. 
4) Wakil Ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M., dari fraksi PAN. 
Tugasnya ialah Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan 
(KOREKKU) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi IX 
dan Badan Anggaran. 
5) Wakil Ketua: Fahri Hamzah, SE., dari fraksi PKS. Tugasnya ialah 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) yang 
membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi 
X, dan Mahkamah Kehormatan. 
6) Wakil Ketua: Drs. Utut Adianto, dari fraksi: PDIP. Tugasnya ialah 
Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan 
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 
b. Komisi 
Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang  bersifat tetap. 
Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat 
Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-
tiap fraksi, yang kemudian ditetapkan pada permulaan masa 
keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang.
5
 Setiap Anggota, 
kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu 
                                                             
5 Lihat Pasal 95 dan Pasal 96 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
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komisi. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi dapat: mengadakan 
rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; 
mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang 
mewakili instansinya; mengadakan konsultasi dengan DPD; 
mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan 
komisi atas permintaan pihak lain; mengadakan kunjungan kerja 
dalam Masa Reses.
6
 
DPR pada periode 2014-2019, berdasarkan Keputusan Rapat 
Paripurna DPR RI tanggal 16 Oktober 2014 telah ditetapkan jumlah 
komisi sebanyak 11 (sebelas).
7
 Berikut penjelasan terkait ke-11 
komisi: 
1) Komisi I 
Komisi I mempunyai 4 (empat) ruang lingkup tugas 
dibidang: a) pertahanan; b) luar negeri; c) komunikasi dan 
informatika; dan d) intelijen. Susunan keanggotaan Komisi I DPR 
RI dari awal periode 2014-2019 sampai dengan sekarang 
mengalami beberapa kali perubahan karena adanya pergantian 
anggota dan fraksi-fraksi. Saat ini, periode 2014-2019, jumlah 
anggota Komisi I DPR RI adalah 51 (lima puluh satu) orang 
dengan jumlah anggota perempuan berjumlah 5 (lima) orang. 
Adapun usunan keanggotaan sebagai berikut: 
                                                             
6 Lihat Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
7
 Data dari Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Alat Kelengkapan Dewan 
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a) Pimpinan Komisi I, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua. 
b) Anggota Komisi I berjumlah 46 (empat puluh enam) orang 
anggota.  
Berikut nama anggota perempuan Komisi I. 
Tabel 4.3 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi I 
No
. 
No. 
Anggot
a 
Komisi I Fraksi 
1 171 Evita Nursanty, M.Sc PDIP 
2 235 Meutya Viada Hafid Golkar 
3 266 Venny Devianti, S. Sos Golkar 
4 
344 
Rachel Mariam Sayidina 
Gerindr
a 
5 513 Dra. Hj. Lena Maryana PPP 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
2) Komisi II 
Komisi II mempunyai 4 (empat) ruang lingkup tugas di 
bidang: a) Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; b) 
Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi; c) Kepemiluan; 
dan d) Pertahanan dan Reforma Agraria. Jumlah anggota Komisi 
II DPR RI adalah 46 (empat puluh enam) orang dengan jumlah 
anggota perempuan berjumlah 9 (sembilan) orang. Adapun 
susunan keanggotaan sebagai berikut: 
a) Pimpinan Komisi II, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua. Terdapat 1 (satu) perempuan 
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pimpinan Komisi II menjabat sebagai wakil ketua yanng 
bernama Hj. Hinayatul Wafiroh, MA. 
b) Anggota Komisi II yang jumlahnya sebanyak 41 (empat 
puluh satu) orang anggota dengan.  
Berikut nama anggota perempuan Komisi II. 
Tabel 4.4 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi II 
No. 
No. 
Anggota 
Komisi II Fraksi 
1 46 Hj. Evi Fatmawati, S.Ag, M.A.P PKB 
2 65 Hj. Nihayatul Wafiroh, MA PKB 
3 82 Hj. Rohani Vanath PKB 
4 143 Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc PDIP 
5 169 Tuti Nusandari Roosdiono PDIP 
6 249 Melda Addriani  Golkar 
7 470 Dra. Siti Sarwindah, M.Si PAN 
8 504 Wa Ode Nur Zainab, S.H PAN 
9 542 Andi Mariattang, S.Sos PPP 
10 548 Ir. Hj. Tari Siwi Utami Hanura 
11 549 Evita Wari  Hanura 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
3) Komisi III 
Ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI ada 3 (tiga), yaitu: 
Hukum, Hak Asasi Manusi (HAM), dan Keamanan. Jumlah 
anggota Komisi III DPR RI adalah 51 (lima puluh empat) orang 
dengan jumlah anggota perempuan hanya berjumlah 3 (tiga) 
orang. Adapun susunan keanggotaan sebagai berikut: 
a) Pimpinan Komisi III, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua. Terdapat 1 (satu) perempuan 
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pimpinan komisi III menjabat sebagai wakil ketua yang 
bernama Erma Suryani Ranik, SH. 
b) Anggota Komisi III yang jumlahnya sebanyak 46 (empat 
puluh enam) orang anggota. 
Berikut nama anggota perempuan Komisi III. 
Tabel 4.5 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi III 
No. 
No. 
Anggota 
Komisi III Fraksi 
1 43 Nur Chayati, SH PKB 
2 159 Risa Mariska, SH PDIP 
3 446 Erma Suryani Ranik, SH Demokrat 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
4) Komisi IV 
Ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI ada 4 (empat) 
yaitu: a) pertanian; b) kehutanan; c) maritim/kelautan dan 
perikanan; dan d) pangan. Jumlah anggota Komisi IV DPR RI 
adalah 49 (empat puluh sembilan) orang, dengan jumlah anggota 
perempuan berjumlah 7 (tujuh) orang. Adapun susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 
a) Piminan Komisi IV, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua. 
b) Anggota Komisi IV yang jumlahnya sebanyak 43 (empat 
puluh tiga) orang anggota. 
Berikut nama anggota perempuan Komisi IV. 
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Tabel 4.6 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi IV 
No
. 
No. 
Anggot
a 
Komisi IV Fraksi 
1 174 Agustina Wilujeng Pramestuti, SS PDIP 
2 243 Hj. Saniatul Lativa Golkar 
3 
275 
Endang Srikarti handayani, SH, 
MHUM Golkar 
4 337 Susi Marleny Bachsin, SE, MM Gerindra 
5 391 dr. Hj. Felicitas Tallulembang Gerindra 
6 
439 
Vivi Sumantri Jayabaya, S. Sos, M.Si 
Demokra
t 
7 540 Hj. Kasriyah PPP 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
5) Komisi V 
Ruang lingkup tugas Komisi V DPR RI ada 5 (lima) yaitu: 
a) Infrastruktur; b) Transportasi; c) Daerah tertinggal dan 
Transmigrasi; d) Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan e) 
Pencarian dan Pertolongan. Jumlah anggota Komisi V DPR RI 
adalah 52 (lima puluh dua) orang dengan jumlah anggota 
perempuan hanya berjumlah 9 (sembilan) orang. Adapun susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 
a) Piminan Komisi V, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua. 
b) Anggota Komisi V yang jumlahnya sebanyak 47 (empat 
puluh tujuh) orang anggota. 
Berikut nama anggota perempuan Komisi V. 
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Tabel 4.7 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi V 
No
. 
No. 
Anggot
a 
Komisi V Fraksi 
1 
45 
Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, 
S.Th.I PKB 
2 201 Hj. Sadarestuwati, SP, M.MA PDIP 
3 303 Hj. Agati Sulie Mahyudi, SE Golkar 
4 
360 
Hj. Novita Wijayanti, SE, MM 
Gerindr
a 
5 466 Hanna Gayatri, S.H PAN 
6 474 Hj. Intan Fitriana Fauzi, S.H, LLM PAN 
7 518 Dra. Hj. Wardatul Asriah PPP 
8 521 Hj. Nurhayati  PPP 
9 243 Hj. Saniatul Lativa Golkar 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
6) Komisi VI 
Ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI ada 6 (enam) 
yaitu: a) Perindustrian; b) Perdagangan; c) Koperasi UKM; d) 
BUMN; e) Investasi; dan f) Standarisasi Nasional. Jumlah anggota 
Komisi VI adalah 50 (lima puluh) orang, dengan jumlah anggota 
perempuan hanya berjumlah 4 (empat) orang. Adapun susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 
a) Pimpinan Komisi VI, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua. Terdapat 3 (tiga) perempuan 
pimpinan 
b) Anggota Komisi VI yang jumlahnya sebanyak 45 (empat 
puluh lima) orang anggota  
Berikut nama anggota perempuan Komisi VI. 
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Tabel 4.8 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi VI 
No. 
No. 
Anggota 
Komisi VI Fraksi 
1 57 Siti Mukaromah, S. Ag, M.AP PKB 
2 160 Rieke Diah Pitaloka, M.Hum PDIP 
3 247 Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom Golkar 
4 420 Linda Megawati, SE, M. SI Demokrat 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
7) Komisi VII 
Ruang lingkup tugas Komisi VII DPR RI ada 3 (tiga) yaitu: 
a) Energi, b) Riset dan Teknologi, dan c) Lingkungan Hidup. 
Jumlah anggota Komisi VII DPR RI adalah 50 (lima puluh) orang 
dengan jumlah anggota perempuan hanya berjumlah 6 (enam) 
orang. Adapun susunan keanggotaan sebagai berikut: 
a) Pimpinan Komisi VII, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua. 
b) Anggota Komisi VII yang jumlahnya sebanyak 45 (empat 
puluh lima) orang anggota. 
Berikut nama anggota perempuan Komisi VII. 
Tabel 4.9 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi VII 
No. 
No. 
Anggota 
Komisi VII Fraksi 
1 31 dr. Ari Yusnita NasDem 
2 83 Peggi Patrisia Pattipi PKB 
3 165 Hj. Denny Jaya Abri Yani, S.E PDIP 
4 228 Mercy Chriesty Barends, ST PDIP 
5 382 Katherine Anggela Oendoen Gerindra 
6 502 Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc PAN 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
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8) Komisi VIII 
Ruang Lingkup Komisi VIII ada 5 (lima), yaitu: a) Agama, 
b) Sosial, c)  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
d) Bencana, dan e) Haji. Jumlah anggota Komisi VIII DPR RI 
adalah 49 (empat puluh sembilan) orang dengan jumlah anggota 
perempuan 14 (empat belas) orang. Adapun susunan keanggotaan 
sebagai berikut: 
a) Pimpinan Komisi VIII, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 
4 (empat) orang Wakil Ketua. 
b) Anggota Komisi VIII yang jumlahnya sebanyak 44 (empat 
puluh empat) orang anggota. 
Berikut nama anggota perempuan Komisi VIII. 
Tabel 4.10 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi VIII 
No. 
No. 
Anggota 
Komisi VIII Fraksi 
1 48 Dra. Hj. Lilis Santika PKB 
2 116 Ei Nurul Khotimah PKS 
3 141 Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA PDIP 
4 154 Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si PDIP 
5 175 Alfia Reziani PDIP 
6 210 Dra. I Gusti Agung Putri Astrid, MA PDIP 
7 261 Dra. Wenny Haryanto, SH Golkar 
8 274 Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH Golkar 
9 356 Rahayu Saraswati Dhirakanya  Gerindra 
10 394 Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal Gerindra 
11 412 Dwi Astuti Demokrat 
12 429 Evi Zainal Abidin, B. Comm Demokrat 
13 472 Hj. Desy Ratnasari, M.Si. M.Psi PAN 
14 559 Pdt. Tetty Pinangkaan, S.Th Hanura 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan periode 2014-
2019 diolah oleh peneliti 
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9) Komisi IX 
Komisi IX mempunyai 3 (tiga) ruang lingkup tugas di 
bidang: Kesehatan, ketenagakerjaan, dan Kependudukan. Jumlah 
anggota Komisi IX DPR RI adalah 51 (lima puluh satu) orang 
dengan jumlah anggota perempuan terbanyak dibanding dengan 
komisi lainnya, yaitu 19 (sembilan belas) orang. Adapun susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 
a) Pimpinan Komisi IX, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua. Terdapat 3 (tiga) perempuan 
pimpinan Komisi IX, yaitu: Hj. Dewi Asmara, SH. M.H; drg. 
Putih Sari; dan Dra. Hj. Ermalena, MHS. 
b) Anggota Komisi IX yang jumlahnya sebanyak 46 (empat 
puluh enam) orang anggota. 
Berikut nama anggota perempuan Komisi IX. 
Tabel 4.11 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi IX 
No. 
No. 
Anggota 
Komisi IX Fraksi 
1 7 Irma Suryani NasDem 
2 17 Amelia Anggraini NasDem 
3 77 Dra. Hj. Siti Masrifah, MA PKB 
4 137 Dra. Elva Hartati PDIP 
5 155 Dr. Ribka Tjiptaning PDIP 
6 184 Dr. Dewi Aryani, M.Si PDIP 
7 238 Delia Pratiwi Br. Sitepu, SH Golkar 
8 239 Betti Shadiq Pasadigoe, SE, Ak, MM Golkar 
9 258 Hj. Dewi Asmara, S.H, M.H Golkar 
10 
315 
Drg. Hj. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta, 
SKG Golkar 
11 349 drg. Putih Sari Gerindra 
12 355 Dr. Sumarjati Arjoso, S.K.M Gerindra 
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13 428 Dra. Lucy Kurniasari Demokrat 
14 432 Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.SI Demokrat 
15 433 dr. Hj. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ Demokrat 
16 449 dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang  Demokrat 
17 450 Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE Demokrat 
18 534 Hj. Kartika Yudhisti, B, Eng, M.SC PPP 
19 536 Dra. Hj. Ermalena MHS PPP 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
10) Komisi X 
Ruang lingkup Komisi X ada 3, yaitu: pendidikan, 
olahraga, dan sejarah. Jumlah Jumlah anggota Komisi X DPR RI 
adalah 48 (empat puluh delapan) orang dengan jumlah anggota 
perempuan 17 (tujuh belas) orang. Adapun susunan keanggotaan 
sebagai berikut: 
a) Pimpinan Komisi X, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 3 
(tiga) orang Wakil Ketua. Terdapat 1 (satu) perempuan 
pimpinan Komisi X bernama Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, 
M.P.P. 
b) Anggota Komisi X yang jumlahnya sebanyak 44 (empat 
puluh empat) orang anggota. 
Berikut nama anggota perempuan Komisi X. 
Tabel 4.12 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi X 
No. 
No. 
Anggota 
Komisi X Fraksi 
1 22 drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih NasDem 
2 62 Arzetty Bilbina Setyawan, SE, M.A.P PKB 
3 69 Hj. Lathifah Shohib PKB 
4 
98 
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, 
M.PSi.T PKS 
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5 144 Dra. SB. Wiryanti Sukamdani PDIP 
6 187 My Esti Wijaya PDIP 
7 229 Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos PDIP 
8 253 Dra. Popong Otje Djundjunan Golkar 
9 280 Dr. Marlinda Irwanti, SE, M.Si Golkar 
10 308 Dr.Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P Golkar 
11 336 Ir. Sri Meliyana Gerindra 
12 339 Ir. Dwita Ria Gunadi Gerindra 
13 445 Anita Jacoba Gah, SE Demokrat 
14 467 Hj. Dewi Coryati, M.Si PAN 
15 478 Yayuk Basuki PAN 
16 479 Hj. Laila Istiana DS, SE PAN 
17 516 Dr. Reni Marlinawati PPP 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
11) Komisi XI 
Ruang lingkup Komisi XI ada 2, yaitu: keuangan dan 
perbankan. Jumlah Jumlah anggota Komisi XI DPR RI adalah 51 
(lima puluh satu) orang dengan jumlah anggota perempuan 6 
(enam) orang. Adapun susunan keanggotaan sebagai berikut: 
a) Pimpinan Komisi XI, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua.  
b) Anggota Komisi XI yang jumlahnya sebanyak 46 (empat 
puluh enam) orang anggota. 
Berikut nama anggota perempuan Komisi XI. 
Tabel 4.13 Daftar Nama Anggota Perempuan Komisi XI 
No. 
No. 
Anggota 
Komisi XI Fraksi 
1 8 dr. Anarulita Muchtar NasDem 
2 189 Indah Kurnia PDIP 
3 196 Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE PDIP 
4 422 Siti Mufattahah, PSI Demokrat 
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5 
441 
Tutik Kusuma Wardhani, SE. MM, 
M.Kes Demokrat 
6 511 Dra. Elviana, M.Si PPP 
Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI daftar Anggota Dewan 
periode 2014-2019 diolah oleh peneliti 
Berdasarkan data-data anggota perempuan yang dijabarkan di atas, 
dapat di katakan bahwa suara atau aspirasi perempuan di parlemen belum 
terwakili dikarenakan jumlah anggota perempuan masih kalah dengan jumlah 
anggota laki-laki. Hal tersebut akan berdampak pada perlindungan hak-hak 
perempuan. Bapak Agus Budianto sebagai Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, 
mengungkapkan contoh yang pernah dijumpainya di Komisi III: 
Jika melihat angka 105 dari 560, sangat jauh untuk menjadikan 
perempuan terwakili di parlemen. Jika perempuan tidak terwakili di 
parlemen, maka segala kebijakan, yang menjadi produk dari parlemen 
menjadi miskin terlindungi. Sebagai contohnya adalah di Komisi III 
DPR RI yang saat ini sedang membahas RUU KUHP, maka isu-isu 
gender sebagai contoh adalah pasal perkosaan yang melibatkan 
perempuan sebagai korban atau pihak teraniaya, tidak mendapatkan 
perhatian atau tidak terlindungi, ketika dalam pembahasan RUU 
tersebut, justru wakil perempuan di parlemen tidak hadir atau ikut 
membahas. Atau ketika membahas anggaran kementerian, sebagai 
contohnya adalah Komnas HAM yang didalamnya terdapat unit 
perlindungan perempuan dan anak. Jika anggota parlemen tidak ada 
atau bahkan minim, maka pembahasan anggaran terhadap kementerian 
tersebut akan “tidak berpihak” pada program-program perlindungan 
perempuan.
8
 
Keterwakilan perempuan selama ini di parlemen tidak pernah 
mencapai angka 30 persen, artinya banyak kepentingan kaum perempuan 
yang masih dipandang sebelah mata. Padahal, sudah ada tindakan afirmatif di 
beberapa Pemilihan Umum (Pemilu), bahkan ditingkat Partai Politik (parpol) 
sekalipun untuk mendongkrak angka 30% tersebut. Dalam wawancara penulis 
                                                             
8
 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Budianto pada Tanggal 25 Juli 2019 
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dengan Ibu Sumarjati Arjoso sebagai Anggota DPR RI Komisi IX fraksi 
Gerindra, menjelaskan: 
Disebutkan dalam UU bahwa untuk keterwakilan perempuan di DPR 
RI maupun di DPD dan DPRD itu syaratnya minimal calon harus 
30%. Jadi umumnya hampir semua partai mencalonkan perempuan 
lebih dari 30% termasuk partai Gerindra, tapi itu permasalahan 
pencalonannya. Nah pada pelaksanaannya itu terjun bebas. Setiap 
calon baik laki-laki maupun perempuan dipersilahkan berupaya 
berjuang untuk kemenangan dirinya sendiri, tidak melihat calon 
nomor berapa. Meskipun kenyataan pada umumnya, calon yang lebih 
terpilih lebih diperhatikan oleh masyarakat adalah calon nomor 1, 2, 
dan 3. Meskipun pada akhirnya ada juga calon nomor-nomor akhir 
yang jadi (anggota dewan).
9
 
Keterwakilan perempuan di parlemen selama mengahdapi kendala, 
terlebih pada tahap pencalonannya. Diungkapkan oleh Ibu Sumarjati Arjoso: 
Dalam pelaksaannya, calon perempuan umumnya banyak mengalami 
kendala. Pertama, dari segi keuangan. Tidak semua calon perempuan 
memiki uang yang cukup. Karena kondisi lapanganlah, keterpilihan 
itu juga di tentukan oleh kemampuan dalam finansial. Terutama 
menjelang hari h atau yang sering disebut dengan “serangan fajar” 
(politik uang). Lalu perempuan biasanya lebih jujur, tidak melakukan 
hal-hal yang negatif terhadap sesama caleg. Berbeda dengan laki-laki 
yang biasanya ada istilah “kanibal”, istilah teman makan teman, yang 
penting dianya menang karena jumlah suara yang diperoleh. Inilah 
kendala yang sering dialami oleh perempuan. Karena itu sering kali 
yang merasa optimis, merasa menang ternyata dikalahkan dengan 
gerakan-gerakan yang biasanya oleh perempuan sering tidak bisa 
dilakukan seperti “kanibal” (memakan kawan sendiri) yang dilakukan 
oleh umumnya laki-laki dan juga soal “serangan fajar” tersebut. 
Sehingga yang optimis akhirnya banyak yang tidak terpilih. Ini yang 
berlaku di kami, misalnya saya partai Gerindra. Kami sudah 
melakukan pelatihan-pelatihan, mempersiapkan calon perempuan dan 
mereka berupaya optimis tapi ternyata banyak yang gagal. Sehingga 
pencapaian suara perempuan di DPR ini masih sekitar 20%, jadi 
masih jauh dari affirmative perempuan yang diusulkan 30% tersebut.
10
 
Perihal kendala keterwakilan perempuan tersebut juga diungkapkan 
oleh Bapak Agus Budianto: 
                                                             
9 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarjati Arjoso pada Tanggal 26 Juli 2019 
10
 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarjati Arjoso pada Tanggal 26 Juli 2019 
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Keterwakilan perempuan di parlemen selalu menghadapi kendala. 
Pada tahap pencalonan, kampanya dan pemilihan, kaum perempuan 
banyak mengalami kendala. Syarat awal untuk berpotensi terpilih, 
seorang caleg harus diketahui oleh konstituennya. Itu pun tanpa 
jaminan terpilih. Potensi terpilih akan semakin besar lagi apabila sang 
caleg bukan hanya diketahui, melainkan juga dikenal oleh 
konstituennya. Dalam praktek pemilihan, banyak calon perempuan 
mengalami keadaan “kalah gesit” dengan calon-calon pria dalam hal 
melakukan pendekatan nomor urut dan daerah pemilihan ke pimpinan 
partai atau panitia yang dibentuk oleh partai politik. Padahal dalam 
partai politik, daftar nomor urut dan daerah politik sangat menentukan 
terpilih atau tidaknya calon.
11
 
Lebih lanjut, Bapak Agus menambahkan: 
Sudah menjadi rahasia umum, parpol mendaftarkan perempuan yang 
sebagai caleg bukan karena keaktifannya sebagai kader, tetapi sekedar 
memenuhi ketentuan dalam undang-undang, padahal seorang anggota 
parlemen, haruslah seseorang yang sangat dekat dan menjadi bagian 
dari daerah pemilihannya dan aktif sebagai menjadi kader 
sebelumnya. Dua hal tersebut lah yang selama ini bisa menjelaskan 
mengapa pemilih tidak mengenal caleg perempuan yang bertarung di 
Pemilu. Konsekuensinya, peluang sang caleg perempuan untuk 
terpilih pun semakin kecil.
12
 
 
B. Temuan Penelitian 
1. Keterwakilan perempuan di DPR RI kurang dari 20 persen 
Jumlah keterwakilan perempuan di DPR periode 2014-2019 
sebanyak 105 orang atau setara dengan 18,75 persen. Di tingkat ASEAN, 
Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan 
dalam parlemen. Proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia 
berada di bawah 20 persen.  
Keterwakilan perempuan selama ini di parlemen tidak pernah 
mencapai angka 30 persen, artinya banyak kepentingan kaum perempuan 
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yang masih dipandang sebelah mata. Padahal, sudah ada tindakan 
afirmatif di beberapa Pemilihan Umum (Pemilu), bahkan ditingkat Partai 
Politik (parpol) sekalipun untuk mendongkrak angka 30% tersebut. 
Berdasarkan angka tersebut, dapat di katakan bahwa suara atau 
aspirasi perempuan di parlemen belum terwakili dikarenakan jumlah 
anggota perempuan masih kalah dengan jumlah anggota laki-laki. Hal 
tersebut akan berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan. Jika 
perempuan tidak terwakili di parlemen, maka segala kebijakan, yang 
menjadi produk dari parlemen menjadi miskin terlindungi. 
2. Pencalonan perempuan dalam partai politik sekedar formalitas untuk 
memenuhi kententuan UU 
Keterwakilan perempuan di parlemen selalu menghadapi kendala. 
Pada tahap pencalonan, kampanya dan pemilihan, kaum perempuan 
banyak mengalami kendala. Syarat awal untuk berpotensi terpilih, seorang 
caleg harus diketahui oleh konstituennya. Itu pun tanpa jaminan terpilih. 
Potensi terpilih akan semakin besar lagi apabila sang caleg bukan hanya 
diketahui, melainkan juga dikenal oleh konstituennya. Dalam praktek 
pemilihan, banyak calon perempuan mengalami keadaan “kalah gesit” 
dengan calon-calon pria dalam hal melakukan pendekatan nomor urut dan 
daerah pemilihan ke pimpinan partai atau panitia yang dibentuk oleh partai 
politik. Padahal dalam partai politik, daftar nomor urut dan daerah politik 
sangat menentukan terpilih atau tidaknya calon. 
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Sering gagalnya keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah 
mungkin dipengaruhi oleh mata rantai potensi terpilihnya caleg. Sudah 
menjadi rahasia umum, parpol mendaftarkan perempuan yang sebagai 
caleg bukan karena keaktifannya sebagai kader, tetapi sekedar memenuhi 
ketentuan dalam undang-undang, padahal seorang anggota parlemen, 
haruslah seseorang yang sangat dekat dan menjadi bagian dari daerah 
pemilihannya dan aktif sebagai menjadi kader sebelumnya. Dua hal 
tersebut lah yang selama ini bisa menjelaskan mengapa pemilih tidak 
mengenal caleg perempuan yang bertarung di Pemilu. Konsekuensinya, 
peluang sang caleg perempuan untuk terpilih pun semakin kecil. 
